PUTUSAN
NOMOR <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan

hakim majelis perkara cerai talak antara:

Pembanding, tanggal lahir 6 November 1965, agama Islam, pendidikan S.1,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada
DEWO SUNARSO, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada
Kantor Advokat & Konsultan Hukum pada LBH (Lembaga
Bantuan Hukum) “Kesatrian Nusantara”, berkantor di Griya
Bogor Raya 2 Blok A No. 8, Katulampa, Bogor Timur, Kota
Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret

2020, dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding alias Terbanding, tanggal lahir 5 Mei 1969, agama Islam,
pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal di Kota Bogor, dahulu sebagai Pemohon sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;
DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 20
Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441
Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding alias Terbanding) terhadap
Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada
Tergugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah madliyah (nafkah lampau) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga
puluh juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
selama masa iddah;

2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban yang
dibebankan kepadanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan
angka 2.1., 2.2. dan 2.3 sesaat setelah Tergugat Rekonvensi/Pemohon
mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon
didepan sidang pengadilan Agama Cibinong;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000.00 (empat ratus enam

belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding
telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Februari 2020
sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor
Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 25 Februari 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 2 Maret 2020;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding
pada tanggal 6 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon agar:

Primair
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1. Menerima dan mengabulkan seluruh alasan dalam memori banding dari
Pembanding untuk seluruhnya,;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/
2019/PA.Cbn tanggal 20 Februari 2020;

3. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding
untuk seluruhnya,;

4. Menguhukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua
tingkatan Peradilan;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon (sekarang Pembanding)
untuk seluruhnya;

2. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama
Cibinong untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua
tingkat peradilan ini;

Subsidair:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, maka
dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding pada tanggal 23 Maret 2020 dan Terbanding tidak memberikan
jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan
Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 7 April
2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada
tanggal 26 Februari 2020 melalui- Pengadilan Agama Bogor, akan tetapi
Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan
Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 26
Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada
tanggal 2 Maret 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage

berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6260/
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Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 18 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Mei 2020 dengan
Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal
25 Februari 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 20
Februari 2020 kuasa hukum Pembanding hadir, dengan demikian
permohonan_banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni
dalam waktu 5 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat
diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung
akan mengadili materi perkara;
Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah. memperhatikan pertimbangan hukum
Pengadilan Agama Cibinong a quo yang telah menolak eksepsi Pembanding,
Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui pertimbangan tersebut
karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan dalam

eksepsi tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa - terhadap keberatan @ Pembanding atas
pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong a quo dalam eksepsi yang
menurut Pembanding bahwa Surat 1zin Cerai yang diajukan Terbanding tidak
sah menurut hukum dan mengandung cacat formil, diterbitkan dengan tidak
melalui prosedur dan hierarki yang benar sebagaimana telah digariskan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa keberatan Pembanding di atas
merupakan pengulangan yang disampaikan dalam jawaban Pembanding

dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong a quo dan telah
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dipertimbangkan dengan jelas dan rinci oleh Majelis Hakim tersebut,
disamping itu selama persidangan berlangsung Pembanding tidak pernah
mengajukan alat bukti tambahan yang dapat melemahkan bukti P.3 berupa
Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor B-00191/B.11/2/Kp.01.2/
01/2018 tanggal 3 Januari 2018. Oleh karenanya keberatan tersebut tidak

perlu dipertimbangkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga dapat
menyetujui pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong sepanjang mengenai
permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding tersebut karena sudah
tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, namun demikian Pengadilan
Tinggi ‘Agama Bandung perlu menambahkan pertimbangan hukum

sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu
menegaskan kembali bahwa permohonan cerai talak yang diajukan
Terbanding telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan
perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan
Terbanding tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada
Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj’i atas Pembanding di depan
sidang Pengadilan Agama Cibinong. Dengan demikian Pengadilan Tinggi
Agama Bandung berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Cibinong
sepanjang mengenai permohonan izin cerai talak dalam perkara a quo sudah
sepatutnya untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa ' keberatan-keberatan = Pembanding yang
disampaikan dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi Agama
Bandung tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Agama Cibinong tidak
salah dalam menerapkan hukum dan senyatanya rumah tangga Pembanding
dan Terbanding telah sedemikian rupa, tidak ada kerukunan dan telah tidak
dapat didamaikan lagi. Oleh karena itu siapa yang menjadi penyebab

terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya

HIm. 5 dari 11 him. Put. No. Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



ketidakrukunan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak lagi

menjadi sesuatu yang penting dipersoalkan lagi dalam perkara ini;
Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya
menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang
menghukum Terbanding untuk membayar nafkah lampau sejumlah
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta ' rupiah), nafkah iddah sejumlah
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan mut’ah berupa uang sejumlah
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Pembanding menuntut
agar Terbanding dihukum untuk membayar nafkah lampau sejumlah
Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), nafkah iddah
sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan
mut’ah sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Adapun alasan Pembanding menuntut nafkah lampau, iddah dan mut’ah
dengan jumlah tersebut adalah berdasarkan kemampuan Terbanding
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pangkat/Gol IV/a, jabatan Kepala
Bagian Pengadaan dan Pertimbangan Pegawai satuan Organisasi Biro
Kepegawaian Setjen Kementerian Agama Rl dengan penghasilan tetap
sejumlah Rp13.173.100,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu
seratus rupiah) perbulan dan penghasilan tambahan dengan nilai sekira
sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, sehingga total
penghasilan Terbanding sejumlah Rp28.173.100,00 (dua puluh delapan juta

seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat
dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cibinong tentang
kewajiban Terbanding membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut’ah
serta menghukum Terbanding untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah

dan mut’ah tersebut kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa adapun atas keberatan Pembanding tentang
jumlah nominal nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut,
Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan yang telah

diputuskan oleh Pengadilan Agama Cibinong tersebut karena sudah sesuai
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dengan status, kedudukan, serta pendapatan/penghasilan Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama
Cibinong tentang perlunya menghukum Terbanding untuk membayar nafkah
lampau, nafkah iddah dan mut'ah perlu disesuaikan dengan rasa keadilan
yang pantas. Oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung
untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, putusan Pengadilan Agama
Cibinong a quo sepanjang mengenai jumlah nominal nafkah lampau, nafkah
iddah dan mut'ah Pembanding yang menjadi kewajiban Terbanding tersebut

harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk nafkah lampau selama 24 bulan dengan
mempertimbangkan kebutuhan dasar minimal istri setiap bulan, maka layak,
patut dan wajar Terbanding dihukum membayar nafkah lampau kepada
Pembanding sejumlah Rp1.500.000,00 x 24 bulan = Rp36.000.000,00 (tiga
puluh _enam juta rupiah), demikian juga untuk nafkah selama masa iddah
dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar minimal istri setiap bulannya,
maka nafkah selama iddah tersebut dapat ditetapkan sejumlah
Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah untuk Pembanding,
Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa
biaya hidup mantan istri untuk waktu paling lama satu tahun terhitung sejak
lepas dari masa iddah sebagaimana pendapat Muhammad Abu Zahrah
dalam kitab “Al-Ahwal Asy-Syahsiyah” Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334
yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang
artinya: Jika istri ditalak ba’da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka istri
diberikan mut’ah yaitu nafkah selama 1 tahun setelah selesainya masa
iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan
mempertimbangkan kemampuan Terbanding dan asumsi kebutuhan dasar
minimal Pembanding setiap bulannya, maka dapat ditetapkan sekaligus
menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding mut’ah
berupa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal ini terutama didasarkan kepada ketentuan yang
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termaktub dalam Alquran:
Surat At Thalaq ayat 7 yang artinya:

‘Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah sesuai dengan
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak
memikulkan beban kepada sesorang melainkan (sekedar) apa yang
Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan

sesudah kesempitan”,
Surat Al Bagarah ayat 241 yang artinya:

‘Kepada  wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan
Suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi

orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi lainnya, Pengadilan
Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Agama
Cibinong tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum
dan ‘Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan

tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan di depan
hukum (vide Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum) dan berdasarkan Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 serta untuk menghindari
kewajiban Terbanding tidak dilaksanakan, maka Terbanding dihukum untuk
membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum

ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkesimpulan bahwa putusan
Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 20
Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441
Hijriah perlu dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya

sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam
bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat
pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan

kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan
Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

I.  Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Il. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/
2019/PA.Cbn tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan
tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai
berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding alias Terbanding) untuk
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Pembanding) di
depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menghukum Tergugat (Terbanding alias Terbanding) untuk membayar

kepada Penggugat (Pembanding):
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2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah);

2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta
lima ratus ribu rupiah);

2.3. Mut'ah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat
sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) di atas sebelum pengucapan
ikrar talak;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah
Rp416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

lll. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama bandung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah oleh kami Drs. H.
FAISOL, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. HJ. MUSLA KARTINI M.ZEN
dan Drs. H. RD. MAHBUB TOBRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriah dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim
Anggota dan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti

tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.
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Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd. Ttd.
Dra. HJ. MUSLA KARTINI M.ZEN Drs. H. RD. MAHBUB TOBRI, M.H.
Panitera Pengganti
Ttd.
Undang Ependi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll Rp 134.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Materai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
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